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Publishing the Act number 8°th of 1999 regard/ng consumer protect/on was born new perspect/ve
concerning consumer profection. The new perspective is establishing consumer protemon law. In other
countries, consumer protection law have many perspective likes privaty/business law perspective, crimi-
nal law perspective, procedural law and alternative dispute resolution (ADR) perspective. Based on
criminal law perspective there are two opinion related this topic. First, ultimum remedium docirine,
which less created many  action regarding consumer protection as a criminal activity. The second,
primum remedium doctrine, which hopping applying criminal sanction on activity against the consumer
protection law,
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ABSTRA!GI '

Diundangkannya UL Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Kensumen, pada tanggal 20 April 1999
telah melahirkan perspektif baru tentang isu perlindungan konsumen, yaitu muilainya diperkenalkan
bidang hukum baru di Indonesia, yaitu: hukum perfindungan konsumen (consumer protéction iaw)atau
hukum konsumen (consumer /aw). Pengalaman di berbagai negara menunjukkan bahwa hukum
perlindungan konsumen tidaklah terbatas pada pendekatan hukum perdata dan/fatau hukum dagang/
hukum ekonomi saja, melainkan juga pendekatan-pendekatan hukum pidana serta hukum acara dan
alternatif penvelesaian sengketa.

Berdasarkan nendekatan hukum pidana, terdapat dua pandangan yang mewarnai inferversi hukum pidana
(criminal law) dalam hukum perlindungan konsumen. Pandangan uiltimurmn remedium berpendapat bahwa
harus diusahakan sesedikit mungkin perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana (delik), dan jika
ternyata tidak dapat dihindarkan lagi, maka terhadap perbuatan yang ditetapkan sebagai tindak pidana
tersebut dikenakan sanksi pidana minimal.

Sebaliknya pandangan primum remedium menghendaki diterapkannya hukum pidana dengan tetap
memperhatikan: (1) kondisi objektif yang berkaitan dengan perbuatan; {2) hal-hal subjektif yang berkaitan
dengan pelaku; (3) kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan; (4) kesan masyarakat terhadap tindak
pidana; dan (3) perangkat tujuan pemidanaan yang lainnva.

Berdasarkan mata rantai hubungan antara pelaku usaha dengan konsumen, di dalam UUPK terdapat
dua puluh satu norma hukum pidana bagi pelaku usaha orang perseorangan dan korporasi, yang dapat
dibagi dalam empat kelompok berdasarkan jenis kegiatannya,

Kata kunci: Hukum pidana, perlindungan konsumen.

192 GLORIA JIURIS, Volume 4, Nomor 3, September - Desember 2004. 192-270




'37. mmﬂuum T
Pada abad ke~16 dalam Lewathan(léSO),

'-._-.-Thomas Hobbes menun}ukkan bahwa terdapat .
:_batas batas sedem:kzan rupa orang per—..

| .'seorangan dapat meimdung; diri mereka sendm

Oleh karena itu. satu dari se;umiah tanggung :

}awab dan maksud utama.adanya pemermtahan
(the major responsibilities and purposes of gov-
ermment)adatah untuk memberikan perlindungan
-atas ancaman terhadap keamanan individu.dari
individu:lainnya (fo provide security against to
personal safety-from others). Dengan merujuk
pada uraian Hobbes ini; sistem peradilan pidana
(the .criminal justice system) diharapkan
melindungi warganegara (citizen) dan ke-
pemilikannya (properiy). Hukum pidana tampil
untuk melindungi kepentingan publik individu
setiap warganegara, Untuk keperluan per-
lindungan vang serupa; konsumen sebagai
individu berhak atas perlindungan terhadap
organisasi-organisasi besar (big business orga-
nizations), monopoli, kartel dan perusahaan
multinasional {multinational corporation)? Dalam
konteks perlindungan konsumen, dari perspektif
hukum pidana (criminal law), pelaku usaha
perseorangan dan korporasi semestinya dapat
dipertanggungjawakan atas pelanggaran-
pelangaaran hak-hak konsumen.?

. Regim perlindungan konsumen di Ingaris
memandang bahwa hukum pidana ¢euminal law)
memiliki- peran pencegahan yang penting (an

ofsafet;d berkenaan dengan produk konsumen

--_sepert; makanan dan obat obatan telah
e dlberiakukan 4 Menumt Robert Lowe dan Geoffry

Woodroffe, Pariemen d[ Inggrrs teEah beraf;h

pada penggunaan sanksu sankSI pldana (sanc-
“tions of. criminal /aw) pelaksanaan. undang—

undang ‘tentang standard keamanan®, seperti:
The Food Safely Act 1990, The Weights and
Measures Act 1 G985, The Trade Description Act
1968, The Fair Trading Act. 1973, The Consumer
Cred/rAct 1974 dan Consumer Protection Act
IG878 i i
Datam pada ity, perkembangan ds negara
fain, seperti di -Amerika Serikat misainya,
menunjukkan adanya kecenderungan kriminali-
sasi terhadap berbagai aktivitas ekonomi (com-
mercial activities). Aktivitas-aktivitas pelayanan
kesehatan (hea/th care), kepemilikan intelektual
(intellectual property), lingkungan hidup (env/-
ronmental), monapeli (antitrust), dan ke-
lembagaan-kelembagaan keuangan (securities
and financial institutions)telah dilengkapi dengan
ketentuan-ketentuan pidana.” Aktivitas
hubungan pelaku usaha dengan konsumen pun
juga tak luput dari peran instrumen hukum
pidana (criminal law)® Ketika pasar tidak
berjalan dengan sempurna (markst failure),
hukum harus melakukan intervensi untuk
meluruskannya.? Kecenderungan kejahatan
antar negara (fransnational crime) vang
melibatkan perusahaan, membahayakan banyak

important prevenitive role). Cleh karena
pencegahan (prevention) lebih baik dari pada
penindakan (cure), sejumlah undang-undang
tentang standard-standard keamanan (standard

hal, seperti: struktur pasar dunia (world mar-
ket siructure), transfer dana (capital fransier),
keamanan negara (national security) serta
transportasi dan komunikast internasional (in-
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ternational ffabspdn‘ and communication). -

“Di Indonessa, peran; mstrumen hukum .

= -'pldanadaiam aktrwtasekonom; mem:[tkl catatan - '
“tersendiri: dalam sejarah hukum d: Indonesna

' -'-Penegakan hukum’ ‘norma Pasal 1° suble

Undang undang Damrai’ No 7 Tahun 1955
tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan
Tandak Pidana Ekonomi(selanjutnya: disebut
Undang undang Tindak Pidana Ekonomi; dlsmgkat
UUTPE) muz‘af?s mu.tandfssaﬂga‘c tergantung pada
politik ekono_ml yang ditetapkan oleh Pemerintah
dari satu regime ke regime lainnya. Latar
belakang krisis.ekonomi ketika diberlakukannya
UUTPE pada tahun 1955, ternyata pada krisis
multidimensional pada tahun 1997 yang hingga
kini.masih dirasakan akibat-akibatnya tak
membuat Pemerintah yang berkuasa-untuk
menerapkan UUTPE. Praktis UUTPE tercatat
sebagai salah’ satu “huruf-huruf mati” dalam
sejarah penegakan hukum di Indonesia,™
terutama sekali 3 (tiga) tahun menjelang
turunnya -Presiden Soeharto dari tampuk
kepresidenannya di bulan Mej 1998,
Merujuk pada uraian di atas, di dalam
artikel ini diuraikan pembahasan tentang peranan
instrumen hukum pidana dalam melindungi atau
menegakkan hak-hak konsumen. Secara kro-
nologis uraian tentang peranan tersebut termuat
dalam deskripsi tentang polemik antara ultimum
remidium dengan primum remidium, dan
tentang peranan hukum pidana itu sendiri.

Diundangkannya Undang- u'n'dahg"Nomor"S_' o

‘Tahun 11999 tentang Periandungan Konsumen_ﬁ -
: '-(setan;utnya dzsmgkat UUPK) pada tangga[ 200
g “April 1999 -oleh Pemermtahan Transisi (Kabmet. i

-Reformas: Pembangunan) PreSIden B] Habzbte

-teiah melahtrkan ‘perspektif baru tentang |su

perlmdungan konsumen, : Perz‘ama dari sudut
kellmuan telah mulai diperkenalkan bidang huku_m
baru di- Indonesia, yaitu: hukum perlindungan
konsumen (consumer protection law)atau hukum
konsumen (consumer law). Pengalaman .di
berbagai negara, hukurn perlindungan konsumen
tidaklah terbatas pada pendekatan hukum
perdata dan/atau hukum dagang/hukum eko-
nomi; melainkan juga pendekatan-pendekatan
hukarn pidana serta hukum acara dan alternatif
penyelesaian sengketa.

Hukum Konsumen (consumer faw) dan/
atau Hukum Perlindungan Konsumen (consumer
profection faw) tergolong bidang hukum baru
dalam wacana akademik dan praktek penegakan
hukum di Indonesia. Setidaknya secara terbatas
pada era tahun 1990-an, telah diajarkan di
beberapa fakultas hukum di tengah-tengah
diskursus ada tidaknya dan/atau perlu tidaknya
Undang-undang Perfindungan Konsumen
(UUPK).»* Praktis dalam kurikulum pendidikan
tinggi hukum di Indonesia, bidang hukum tersebut
tidak dikenal. Pada Oktober 1997, atas prakarsa
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI)
bekerja sama dengan USAID, diselenggarakan

I PEMBAHASAN
A. Polemik Ultimum Remedium
dangan Primum Remedium

lokakarya nasional dosen dan praktisi hukum di
Jakarta. Lokakarya yang kemudian dilanjutkan
dengan diskusi terbatas tersebut, akhirnya
merekomendasikan mata kuliah Hukum Per-
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_ ;_Eindungan Konsumen dalam, kunkulum faku!taS;

_ hukum dtIndonesaa "

Sebagal salah satu penggagas semor is-.

S sue pertsndungan kcnsumen di Indones:a, Az e
; Z-Nasutlon membeciakan rumusan Hukum: Kon~. -

sumen dan Hukum Perimdungan Konsumen .

ke_se_i_u_r:uhan as_as_»asas_ d_an_kasdah, ka;dah yang
mengatur hubungan dan masatahpenyediaan
dan penggunaan produk barang dan/atau jasa,
antara penyedia dan penggunanya, dalam
kehidupan bermasyarakat.”® Sedangkan Hukum
Pe}rﬁhdungan_ Konsumen sebagai bagian khusus
dari Hukum Konsurnen, dirumuskannya sebagai
berikut:"...keseluruhan asas-asas dan kaidah-
kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen
dalam hubungan dan masalah penyediaan dan
pengunaan produk kKonsumen antare penyedia
dan penggunanya, dalam kehidupan ber-
masyarakat,”s . . '

- Rumusan dibuat untuk sedapat mungkin
menggambarkan secara ringkas substansi (sub-
Ject matier) yang ditelaah dalam suatu kajian/
bidang, WNasution memperkenatkan hukum
kansumen dan/atau hukum perlindungan
konsumen dengan rumusan yang felah dibuatnya
itu di tengah-tengah keterbatasan rujukan hukum
{legal references) tentang periindungan
konsumen di Indonesia. Iatergolong crang yang
sangat cermat dan hati-hati sehingga ia tidak
buru-buru menggunakan istiizh hukum konsurmen

konsufnen dijum';.:a'i buku téks (fexfbook)yang

sama sekali tidak mencantumkan rumusan
sepem halnya dﬂakukan Nasutton Dalam buku

_ :._Davld Ouhgton dan John Lowry, tidak ada.
" rumusan.yang dlmaksud ‘namun tldak mengu~

rangi pokok—pokok substan5§ uraian di dalamnya
dengan memperhatikan daﬁar isi-buku tersebut.'®

- »Substansi -hukum konsumen -dan/atau
nukum perfindungan konsumen tidakiah semata-
mata terbatas “di bawah payung” hukum bisnis

(business faw)atau hukum dagang (commercial

law) sebagaimana dipahami secara parsial.

Menurut penulis, substansinya dipahami secara

utuh dari perspektif kerangka landasan hukumy

tata hukum nasfonalyang milik kita.

Menurut Teuku Mohammad Radhie, kerangka
landasan hukumy/ tata hukum nasionat kita terdiri
dari;®®
1. Hukum-hukum pokok, vaitu: hukum

perdata, hukum pidana, hukum dagang,
hukum acara perdata, hukum acara
pidana, hukum internasional;

2. Hukum-hukum sektoral, yaitu: hukum-
hukum yang dibutuhkan di bidang ekonormi,
keuangan dan industri (ekuin), hukum-
hukum vyang dibutuhkan di bidang ke-
sejahteraan rakyat {(kesra), serta hukum-
hukum yang dibutuhkan di bidang politik
dan keamanan (polkam).

Dengan merujuk pada kerangka landasan

dan/atau hukum perlindungan konsumen dalam
bukunya vang pertama (1995).7 Namun
demikian, untuk menggambarkan substansi
hukum kensumen dan/atau hukum perlindungan

hukum/ tata hukum nasionai tersebut, maka
reang jelajah substansi hukum konsumen dan/
atau hukum perlindungan konsumen sangat luas,
baik didekati dengan instrumen-instrumen hukum
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_ pokok maupun mstrumen mstrumen “hukum
-sektoral tersebut ' $
Kedua, dara sudut kebuakan pldana (crfm/—

'._'na/ po//cy) bahwa knmmahsass ‘norma- Norma.

3perhndungan konsumen trdak hanya bagi: pelaku
usaha orang- perseorangan, namun juga bagi
korporasr telah memulai paradlgma baru bahwa
sanksi pidana digunakan bersama-sama dengan

sanksi-sanksi ‘hukum lainaya. (primum reme-

dium), berlawanan dengan pandangan/adagium
bahwa hukum pidana harus merupakan suatu
ultimum remedium, Kesan positif yang ditampi-
lkan dari kebijakan pidana (criminal policy) ini,
menempatkan instrumen hukum pidana sebagai
salah satu instrumen untuk mendorong ter-
bentuknya sikap pelaku usaha yang bertanggung
jawab, disamping instrumen-instrumen hukum
lainnya. Dari sisi kepentingan hukum konsumen,
hak-hak konsumen di Indonesia akan dilindungi
dengan tampinya instrumen hukum pidana
sebagai hukum publik.

Ketiga, konsisten dengan pandangan
primum remedium, kriminalisasi norma-norma
perlindungan konsumen seharusnya diikuti
dgengan diterapkannya sanksi tindakan (treat-
meni) dan sanksi non-penal lainnya untuk
mencegah krisis kriminalisasi fover criminali-
zation)® Di Indonesia belumlah fazim peng-
gunaan sebutan/istilah tindak pidana konsumen
atau kejahatan konsumen sebagai padanan
penggunaan istilah consumer crime di Austra-

kepatuhan pelaku usaha terhadap UUPK me- i

ningkat.

Hingga knm setelah 4 (empat) tahun UUPK :
beriaku efektf pada 20 Apni 2000, tak satupun ERTE
norma-norma hukum pidana ‘dalam UUPK ini =

ditegakkan baik terhadap tersangka individu

pefaku usaha maupun korporasi pelaku usaha, =~
Dua pandangan mewarnai interversi hukum

pidana {eriminal faw) dalam hukum pertindungan
konsurnen. Dalam pandangan w/timum reme-
dium, harus diusahakan agar sesedikit mungkin
perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana
(delik), dan jika ternyata tidak dapat dihindarkan
lagi, maka terhadap perbuatan yang ditetapkan
sebagai tindak pidana tersebut dikenakan sanksi
pidana minimal.® '

" Sebaliknya pandangan primum remedium
menghendaki diterapkannya hukum pidana
dengan tetap memperhatikan: #? (1) kondisi-
kondisi objektif yang berkaitan dengan perbuatan;
{(2) hai-hal subjektif yang berkaitan dengan
pelaky; (3} kerugian yang ditimbutkan oleh
perbuatan; (4) kesan masyarakat terhadap tindak
pidana; dan (5) perangkat tuiuan pemidanaan
vang lain,

Pandangan ini terutama relevan di-
terapkan pada berbagai tindak pidana di bidang
perekonomian, Loebby Logman (1991), misainya,
melihat sebafknya sanksi pidana digunakan
sebagal primum remedium pada norma-ncrma
di bidang perekonomian 2* Sebaliknya Romili

lia.?* Pada kejahatan terhadap konsumen lebih
tepat diterapkan sanksi tindakan dan sanksi non-
penal lainnya agar tak terjadi krisis kriminalisasi
pada satu sisi, sedangkan pada sisi lainya,

Atmasasmita (1998) berpendapat bahwa
pengqunaan w/imum remediun lebih relevan
daripada primum remedium pada kejahatan vang
ditakukan oleh mereka yang bukan sindikat
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E -.krlmmai 5

g .-;duﬂla perdagangan dan’ blsms

i sudah terganggu Sanks: pldana ‘hanya
merupakan salah satu upaya untuk memperkuat
harmonisasi ‘hubungan antara para pihak.
Sebahknya penggunaan dan harapaﬂ yang

berleblhan pada kekuatan sanksn p;dana da}am .
konteks ini hanya akan mempertaruhkan masa’
depan dunia usaha ke dalam jurang kehancuran-

dan tidak memperkuat segenap segmen

kehidupan dunia bisnis dan perdagangan.® .- -

“Dalam bukunya yang belum lama terbit
(2003), Romii Atmasasmita berpendapat bahwa
fungst hukum pidana telah beralih dari w/itimum
remediurn (the {ast resort) ke primum remedium
{the prime resort)untuk mencapai ketertiban dan
kepastian hukum guna menemukan keaditan.?
Dengan mengutip H.G. de Bunt dalam bukunya
Straafrechteliike handhaving van millierechi
(1989), hukum pidana beralih menjadi primum
remedium jika dipenuhi persyaratan; (1) korban
sangat besar; (2) terdakwa residivis; (3) kerugian
tidak terpulihkan (irreparable)® Sementara itu,
upaya untuk menciptakan hukum pidana yang
tangguh (@ principled criminal faw) meniumpai
suatu hambatan dalam pelanggaran-pelanggaran
pidana - strict liability, yaitu: kesulitan untuk

Menumt Atmasasmfta dalam kontaks"_-

| ( cr/m/na/ /awmusfbe 8 /asz‘reson‘), digunakan s
L .hanya keuka perangkat perangkat la ﬂnya t:dak S
S mencukuplz‘-" S i
BERR sankSJdeana bukan sarana hukum yang e
':fdapat memperbaiki hubungan para pshak yang

CiB ?eran Hukum Pidana g
Dalam hukum perEzndt.ngan konsumen -
terdapat doktrm pertanggung;awaban produk
(producf liability). mutalis mutandjs se bagai -
argumen teoritik untuk memmta pertanggung- :
jawaban hukum pelaku usaha atas produk cacad -
yang dikonsumsi konsumen.: Setldaknya :
selama satu dasawarsa terakhir di Indonesia,
baru terdapat 2 (dua) kajran yang mengulas :
doktrin ini. OB N,
Dalam dtsertas;nya Johannes Gunawan '
memberikan deskripsi- doktrin pertanggung-
Jjawaban produk sebagaimana dikutipkan berikut
. pertanggungjawaban produk (product fi-
ability) ... adatah perfanggungiawaban perdata
dari produsen (dapat termasuk pinak lain dalam
mata rantai distribusi) untuk mengganti kerugian
kepada pihak tertentu {dapat pembeli, pemakai
atau bahkan pihak ketiga), atas kerusakan
benda, cedera dan/atau kematian sebagai akibat
menggunakan produk yang dihasilkan oleh
produsen tersebut” (kursif dan garis miring dari
penulis).® :

Menurut Gunawan, secara umum per-
tanggungjawaban produk ditujukan untuk

mendesak penggunaan ketentuan-keteniuan
pidana yang telah ditetapkan (regufatory of-
fances), iika seseorang mamulai dari dalit bahwa
hukum pidana harus menjadi sarana terakhir

meiindungi konsumen dengan cara pemberian
sanksi hukum terhadap produsen yang telah
menimbulkan kerugian pada konsumen.
Sedangkan secara khusus ditujukan untuk
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membeabankan pembagian risiko yang adil antara

' -_prd_dus_en dan konsumen (a.7air apportionment -
- of risks between producers and consumers)> -

_-Sementara itu dalam salah satu kesimpulan
: "dise_ftas'i Inosé;ntfoué_Samsirf dikemukakan sistem
tangg_'ung jawab produk dalam Undang-undang
No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
(UUPK) -belum menerapkan prinsip tanggung
jawab mutlak (strict product fability), namun dari
segi praktek penyelesaian sengketa konsumen
sudah ‘sampal pada tahap modifikast prinsip
tanggung jawab berdasarkan kesalahan (fauff
based Niability), yaitu: prinsip praduga lalai dan
praduga bertanggung jawab dengan sistem
pembukiian terbalik.*

Yang menarik perhatian, dari pendapat
Gunawan ini, yaitu: sistem pertanggungjawaban
produk (product lability ) terbatas pada perfang-
gunaiawaban perdats. Menurut penulis, perlu
diberikan konstritksi hukum parfangoungiawaban
pidana pelaku usaha® dalam hukum per-
Iindtingan konsumen. Apalagi dari segi deskripsi
mata rantai:hubungan pelaku usaha dengan
konsumen, setidaknya terdapat 21 {dua puluh
satu) nerma-norma hukum pidana bagi pelaku
usaha orang persecrangan dan korporasi dalam
LUUPK sebagaimana dikelompaokkan berikut ini;*
1, Kegiatan produksi dan/atau perdagangan

harang dan/atau jasa (Pasal 8 ayat (1),

ayat (2), dan ayat {3) UUPK);

2. Kegiatan penawaran, promosi, dan

(1) dan {2) UUPK); .
3. .. -Kegiatan transaksi penjualan barang dan/

atau jasa (Pasal 11, Pasal 14, serta Pasal = -

-1Bayat (1), ayat (2), dan ayat (4) UUPK); . -
4, - Pasca transaksi penjualan barang dan/-

atau jasa (Pasal 25 ayat (1) dan avat {2) =

UUPK).

Keduapuluhsatu norma UUPK ini menjadi
tidak akan ada artinya, jika ternyata dijumpai
hambatan-hambatan sistemik dalam UUPK
sendiri untuk menegakkannya.

Peran hukum pidana daiam hukum

perlindungan konsumen {efap penting. Nasution -

mengatakan bahwa aspek hukum pidana dari
hukum perlindungan konsumen, juga menjadi
perhatian hukum perlindungan konsumen, baik
berbagai ketentuan pidana 4i dafam Kitab
Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) (contoh-
nya: Pasal 202-206, 258, 382 his, 386, dan
sebagainya) maupun of uarKitab Undang-undang
Hukum Pidana (KUMP) (contohnya: Undang-
undang No.23 tahun 1992 tentang Kesehatan,
UU No.14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan, Undang-undang Mo.8 tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen, dan se-
bagainya).®®

Di Amerika Serikat, eksistenst hukum
pidana (criminal law) tetap memiliki tempat
dalam hukum konsumen dan/atau hukum
perfindungan konsumen. Sejumizah perilaku yang

periklanan barang dan/atau jasa (Pasal 9
ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 10,
Pasal 12, Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2),
Pasal 15, Pasal 16, serta Pasal 17 ayat

menyangkut transaksi konsumen (consumer
transactions) merupakan tindak pidana, dimana
pelakunya diancam pidana denda yang berat
(serivous fines)atau penjara. Penipuan terhadap
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: konsumen merupakan tmdak pldana yang 3aran9
; _dlproses, kecuals mengak:batkan keruglan yang
' '._besa __._.’_'-Funtutan p]dana mungkln tidak meng-

5 '_ | untungkan konsumen korban pnn;puan Kadaﬂgm o
' _-kadang terdakwa dnpldana untuk membayar- :

. restitusi, yaxtu membayar kerugian orang yang
dirugikan ofeh kejahatannya, namun’ sermgk_ail
baru dsbayarkan lama sesudahnya 3. _

Tercatat puEa di Inggns bahwa ke;ahatan-
kejahatan penapuan keuangan atau dana pensiun
(financial or pension frauds)dengan memanfaat-
kan. possss/kedudukan pada’ perusahaan-
perusahaan yang sah’ (legitimate enterprises)
telah demikian mempengaruhi pelaya'na_n umum
(pubﬁcsérvice). -Asosiasi Manajemen Keuangan
Pelayanan Kesehatan (the Health Care Financial
Management Association) memperkirakan
puluhan juta‘pound sterling telah lenyap oleh
penipuan-penipuan resep (prescriptions frauds),
penyalahgunaan klaim pembavaran (%afse claims
of payment) yang melibatkan para dokter (doc-
tors), dokter gigi (dentists), apoteker (pharmea-
cists) dan refraksionis (opticians). Penipuan-
penipuan semacam ini diyakini telah meluas di
Uni Eropa, melibatkan perusahaan-perusahaan
yang sah maupun tidak sah.¥

Sementara itu Peter Cartwright dalam
kesimpulan bukunya yang berjudul Consumer
Protection and the Criminal Law: Law, Theory,
and Poficy (2001) mengatakan bahwa apakah
maksud dari ketentuan untuk melindungi

| '.law !5 cen{“ra/), dimana sanks; p{dana (cr/mma/

sancfron.s) sermg d[gunakan untuk mel:ndungl

f_konsumen darr pelanggaz‘an pelaku usaha.
L Kesmpulannya ini udaklah dlmaksudkan untuk .
' mengatakan bahwa tekn;k hukum Ealn (fhe other

/egaf tecbnfques) ‘mdak berguna memamkan

peran33 WU (EERSRAE

~Untuk mehndung[ konsumen, peker]a dan

publik dari penipuan-penipuan (frauds) yang

disebabkan oleh kelalaian perdagangan (3 ne-
glect fradmg) atau ‘ketentuan- ketentuan ke-
selamatan (safety regu/anons), yang berakibat
kerugian fisik (physical harm), dimana pelakunya
(the offender) adalah badan korporasi (corpo-
rate body), penegakan hukum pidana dilakukan
atas pelanggaran tersebut (#he breach of crimi-
nally enforced regulations).’® - Kejahatan
korporasi (corporate crime) tersebut sebagai
bagian dari white collar crime tidak dapat dilihat
oleh orang sebagai suatu problem kejahatan

pada umumnya (& major crime problern). Ada 4

(empat) alasan mengapa keJahatan ini tidak

terlihat, vaitu:® -

i Pelangaran-pelanggaran yang dilakukan
terlihat kurang berat dan mengancam
dibandingkan pembunuhan, perkosaan
dan peramipokan;

2. Bentuk pelanggarannya sering kurang
terbuka (fess public) daripada kejahatan-
kejahatan fainnya yang terjadi di jalanan
(o the street), karena terjadi di kantor-

Kesenatan dan keamanan konsumen (to protect
the consumer’s health and safety) atau ke-
pentingan ekoncmi konsumen (economic inter-
est), hukum pidana tetap penting (e criminal

kantor (7 offices);

3. Hubungan korban (victims}dengan pelaku
(offenders) bersifat tidak langsung, dalam
hal mana terjadi pelanggaran-pelanggaran

Eksistensi Instrumen Hukum Pidana ... (Musuf Shofz)
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kei:entuan keseiamatan, peEaku ttdakiah
o bermaksud membuat. ceiaka/membunuh

o -'(_eyentua/ wa‘rms},

. yang kompleks, tidak mudah dideteksi oleh
- korban .ataupun institusi-institusi pe-
“negakan hukum.(enforcement agencies).

. 'Konsepsi “korporasi”. tidak dapat di-
lepaskan dari konsepsi “kejahatan korporasi” (cor-
porate crime; :ér/me_by corporations) sebagai
bagian dari kejahatan kerah putih atau kri-
minalitas ‘kerah putih (white collar crime).
Korporasi di sini adalah organisasi yang sah (fe-
gal bodies)yang k@giatann\ja selalizzerhubungan
dengan kegiatan ekonomi (economic activities)
atau dunia bisnis (business related activities ).
Dalam kejahatan korporasi, perhatian ditujukan
pada perilaku.perusahaan yang melawan hukum
(illegal corporate behaviour)® namun tidak
ditujukan pada "small scale business” seperti:
penipuan oleh warung atau toke di lingkungan
pemukiman atau oleh bengkel reparasi ken-
daraan bermotor® ladi, konsepsi korporasi di
sini fdakiah ditujukan pada pelaku usaha kecil
dan pelaku usaha menengah.

White collar crime juga menunjukkan
karakter organisasi (the nature of organizations)
sebagaimana ditulis Davies, Croal dan Tyrer

._ -_.'_zkorbaﬂnya sekiranya tes}adl pada korban :

_Bentuk pe[anggaraﬂnya sersng mei;batkan
.' _:masalah—masalah teknologidan keuangan :

membutakan mereka terhadap. karakter per- |

buatan perbuatan yang mereka. perk:rakan'f‘l’]_ij
_-_sebahknya terhhat keliru. Oleh karena iy, mereka - ol
mungkm sa}a melanjutkan memasarkan suatu'._._' B
' produk berbahaya (a dangerousprodua‘)dengan _'_' =

meyakinkan diri mereka sendiri bahwa tldak akan-

ada kerugian apapun.®
Terdapat 3 {tiga) teori hukum (/ega/ fheo-
ries) herkaitan, dengan pertanggungjawaban

korporasi dalam tindak pidana (corporate respon-

sibility i criminal acts), yaitu;®
1. - ..secara moral korporasi bertanggung

--jawab atas tindakan-tindakan wakil- .

wakilnva;
2. korporast hanya bertanggung jawab atas
- kebijakan yang dibuat jajaran direksi
(policy-making officials); '
8 korporasi bertanggung jawab hanya ketika
- fatakerja dan kebiasaan-kebiasaannya
yvang layak gagal untuk mencegah pe-
fanggaran-pelanggaran kerporasi.

Dalam praktek penegakan hukum di Indo-
nesia, tak satupun korporasi dipidana kendati
sejumiah undang-undang, termasuk Undang-
undang Perlindungan Konsumen (UUPK) me-
nempatkan korporasi sebagai subjek tindak
pidana.

Situasi kebijakan pidana (criminal poiicy)
penegakan hukum ini memerlukan jawaban
akademik dari sisi ilmu hukum serta upaya

Betapa tidak demikian ketika para manajer
mendapatkan diri mereka dalam situasi dimana
loyalitas terhadap organisasi dan “pikiran
kelempok” (“group think”) keorganisasian

pemecahan aias hambatan-hampbatan pene-
gakannya. Penyebabnya diperkirakan beragam
dan perlu dilakukan identifikasi terhadapnya.
Partama, menvyangkut aplikasi teori-teori
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pertanggungjawaban psdana korporasn daiam”

: Undang undang Per!mdungan Konsumen (UUPK) _ :
L -"Kedua keterbatasan sumber daya manusra dari
1ka§angan profes; hukum batk pohsz, Jaksa hakim;_.'.
“dan ‘advokat. Ket/ga ‘masih dominannya -
pandangan taada pldana tanpa kesaiahan /geen

strafzonderschuld)daiam hukum pidana diin-
donesia dalam wacana Teoritik dan - prakiek
penegakan hukum, Praktis dajumpm kesulitan-
kesuhtan untuk membuktskan kesalahan pada
korp«oraSI Dan seandainyapun korporasn dijatuhi:
sankst’ padana, pengadilan masih: dlhadapkan
pada pilihan- psi:han sanksi pidana apa sajakah
yang layak dan proporsmnat di}atuhkan pada
korporasu tersebut. A4

: Cita-cita menumbuhkembangkan pelaku
usaha yang bertanggung jawab {caveat vendi-
for}) sebagai salah satu motif diundangkannya
UUPK diwdjudkan dengan salah satu peran hukum
pidana dengan penerapan konsep pertanggung
jawaban pidana korporasi (corporate criminal
liability). Meskipun demikian, penerapan konsep
ini membawa-konsekuensi terbatasnya bentuk-
bentuk pidana yang layak dijatuhkan pada
korporasi yang terbulkii melakukan pelanggaran.
Paradigma pertanggung jawaban pidana pada
korporasi pelaku usaha pada didasarkan pada
dua alasan. Perfama, kecenderungan pasar glo-
bal menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi pelaku
usaha didominasi korporasi transnasional,
dimana batas-batas yurisdiksi antar negara

3 oiah bukan peianggaran hukum pldana (Cr/m/nal _

offences), padahal d: negara- negara maju
merupakan ancaman senus terhadap keamanan

- dan kesefamatan konsumen ‘Ada tarik. menarlk' :
periu tsdaknya kr:mmahsaSI pada satu snsn dan :

deknmmahsas: pada SISI 1amnya

" Kedua, UUPK memberikan: perhatian
khusus pada pelaku. usaha kecil dan rmenengah
melalui upaya pembmaan (sanksi non-penal) dan
penerapan sanksi atas’ peianggarannya (sanksi
administratif dan sanksi'pidana);’ ‘Mayoritas
pelaku usaha kecit-dan menengah' didominasi
usaha orang-perseorangan, misal: “industri
rumah tangga (home indusiry,), industri kecil yang
dikelola keluarga secara turun temuruh, dan
sebagainya. -Pada pelaku usaha kecil dan
menengah pun secara persuasif diupayakan
kepatuhan (compliance)terhadap UUPK, maka
terhadap korporasi pelaku usaha pun sudah
seharusnya diupayakan penegakan hukum (/aw
enforcement). Pertimbangan bahwa produk
massal korporasi tersebar di berbagai segmen
masyarakal lokal, “bahkan masyarakat inter-
nasional, mendorong tamgpilnya hukum pidana
untuk mendorong dipatuhinya standard-standard
keamanan dan keselamatan produk barang dan/
atau jasa. Dilanggarnya standard-standard
tersebut akan membawa akibat kerugian-kerugian
materiel, fisik maupun psikis konsumen.

Korporasi pelaku usaha dapat dimintai
pertanggungjawaban pidana atas pelanggaran-

menjadi bukan halangan. Keterbatasan ke-
tentuan-ketentuan hukum stardard keamanan
produk barang dan/atau jasa di negara-negara
berkembang separti Indonesia tampak seolah-

pelanggaran pidana (criminal offences ) Undang-
undang Perlindungan Konsumen {(UUPK).
Meskipun dernikian, tidak ada penjelasan resmi
mengenai tampilnya hukum pidana (crminal law)

Eksistensi Instrumen Hukum Pidana ... (Musuf Shofie)
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| _dalam :ke_du_apu_luhsatu.__no_rmafnorma_--perr--

lindungan konsumen. sebagaimana dimaksud

“ UUPK. Dari perspektif penegakan hukum,
- ditempatkannya korporasi pelaku usaha sebagai
- subjek tindak pidana tidak serta. merta-akan.

dengan sendirinya diikuti ‘proses penyidikan,

penuntutan dan peradilan korporasi atas

pelanggaran-pelanggaran tersebut.

S :Pertama, perlu peran-aktif dari masyarakat
konsumen dan Lembaga Perlindungan Konsumen
Swadaya ‘Masyarakat (LPKSM)* dalam men-
dorong kepatuhan hukum (compliance) pelaku
usaha melalui penegakan hukum, Peran aktif ini
masih mendapatkan hambatan dalam bentuk
diskresi penyidik untuk lebih memprioritaskan
penyidikan atas laporan pidana pencemaran
nama baik pelaku usaha daripada penyidikan atas
laporan pidana pelanggaran-pelanggaran norma-
norma perfindungan konsumen. Belum lagi bila
proses penyidikan- dilanjuikan pada proses
penuntutan dan peradilan. Diperlukan kearifan
penyidik memprioritaskan penyidikan pada
pelanggaran-pelanggaran publik seperti halnya
pelanggaran norma-norma perlindungan
konsumen tersebut,

Kedua, kendala sistemik yang berasal dari
Undang-undang Perlindungan Konsuimen (UUPK)
sendiri dengan tidak diterapkannya konsep sérict
Hiabifity dan masih dominannya ajaran kesalahan
dalam hukum pidana yang tercemin pada dokirin
geen siraal zonder schuld (tiada pidana, tanpa

tanpa memperscalkan ada tidaknya kesengajaan -
(opzet; intention) atau kelalalan (culpa; negli-: -
gence)V.Di _Amefika _Se_rik_at; : pe_i_a_n_ggar_ansf'-_ s
peiangga_ran;pid'a'na pertanggungjawaban, -
seketika/mutlak (sm'cf//:abf){r‘z}/ offecenses)sudah - -
dikenat sejak tahun 1909.% Tidak disyaratkannya
mens rea®” dalam konsep strict liability akan .

berseberangan dengan adagium/asas hukum
tidak tertulis, tiada pidana tanpa kesalahan (geen
straf zonder schuld). Menurut Andi Zainal Farid,
ajaran mens rezerat sekali hubungannya dengan
adagium/asas -tersebut. Baik di Indonesia
rnaupun negara-negara Barat, seperti: Ingaris
dan Amerika Serikat merupakan asas hukum tidak
tertulis, dimana substansi dari mens rea, yaitu:
menyangkut sitkap batin pelaku yang me-
nyebabkan pelaku dipidana, bila unsur-unsur
kemampuan bertanggung jawab, kesalzhan
dalam arti luas (dolus dan culpa fata) dan tidak
adanya dasar pemaaf terbukti.®® Dari mana kita
dapat mengetahui sikap batin korporasi, padahal
hingga kini pun tetap tidak mudah untuk
mengetahui sikap batin individu (orang per-
seorangan) pada kejahatan-kejahatan nyata (rea/
crimes), seperti: pembunuhan, penganiayaan,
pencurian dan'pemerkosaan? Jawaban pun pasti
beragam dengan berbagai penalaran yang
dimungkinkan. Yang pasti, fakta-fakta empirik
penegakan norma-norma UUPK akan mem-
bentuk opini publik (public opinion), ada tidaknya
akses konsumen untuk meneguhkan hak-haknya,

kesalshan).

Menurut kensep sfrict fiability, suatu
tindakan dapat dihukum atas dasar perilaku
berbahaya yang merugikan (harmiul conduct),

I,

Kesimpulan
Berdasarkan uraian di atas, dapat di-
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| kemukakan beberapa kesumpulan sebagal

4 _':-.-'-"'semata-mata terbatas el bawah payung
7 “hukum bisnis (busm@ss law)atau hukum
.dagang (commercial ia_w)-.sebagalmaﬂa
i "dipahami secara parsial. Menqrut'pénuiis,
- -substansi hukum konsumen ‘seharusnya
fdipaha'mi;s’ecazra ytuh dari perspektif tata
" hukum nasional yang kita miliki. -

2.7 “Menurut Teuku Mohammad Radhie,
~zkerangka landasan hukum/ tata hukum
“ ‘nasional kita terdiri dari hukum-hukum

~ pokok,” yaitu: hukum ‘perdata, hukum

" pidana, hukum dagang, hukum acara

" perdata, “hukum acara pidana, hukum

- internasional; dan hukum-hukum seldoral,

“yaitus hukum-hukum yang dibutuhkan di

- bidang ekonomi, keuangan dan industri

“(ekuin), hukum-hukum yang dibutuhkan di

" bidang kesejahteraan rakyat (kesra), serta

hukum-hukum yang dibutuhkan di bidang
politik dan keamanan (polkam).

3. Dengan merujuk pada kerangka landasan
hukum/ tata hukum nasional tersebut,
rmaka ruang jelajah substansi hukum
konsumen dan/atau hukum perlindungan
konsumen sangat luas, dan dapat didekati
dengan instrumen hukum pokok maupun

_Substan51 hukum konsumen dan/atau L
hukum p@rimdungan konsumen tidaklah -

e konsumen tidak hanya bagi pelaku 'usaha
‘ _:_'_orang persezorangan, namun’ 3uga bagi
i :_-korporasz telah memuial paradlgma baru
i bahwa sankSI pndana d:gunakan bersama— o
i isama dengan sanks:~sanks; hukum: Eamnya
- '(prfmum remedfum), berlawanaﬂ clengan
B pandangan/adagtum_bahwa hukum pidana
“harus mér_l_.'lpaikan suatu wtimum:reme-
dim. Kesan-positif yang ditampitkan dari

kebijakan pidana.(criminal- policy) ini,

‘menempatkan instrumen hukum pidana
'sebagai-salah satu instrumen untuk

mendorong terbeniuknya sikap petaku

‘usaha‘yang bertanggung jawab, di-

samping instrumen-instrumen hukum lain-

“nya. Dari sisi kepentingan hukum konsu-

men, hak-hak konsumen di Indonesia akan
dilindungi dengan tampilaya instrumen
hukum pidana sebagai hukum publik.

Konsisten dengan pandangan primum re-
medium, kriminalisasi norma-norma
perlindungan konsumen seharusnya ditkuti
dengan diterapkannya sanksi tindakan
(freatrment) dan sanksi non-penal lainnya
untuk mencegah krisis kriminalisasi fover
criminalization)”* DiIndonesia belumlah
lazim penggunaan sebutan/istilah tindak
pidana konsumen atau keiahatan kon-
sumen sebagai padanan istilah consumer
crime di Australia.®® Pada kejahatan
terhadap konsumen lebih tepat diterapkan

instrumen hukum seldoral,

4, Dari sudut kebijakan pidana (criminal
policy) dapat dikatakan bahwa kri-
minalisasi norma-norma perlindungan

sanksi tindakan dan sanksi non-penal
lainnya agar tidak teriadi krisis kri-
minaiisasi dan agar terdapat peningkatan
kepatuhan terhadap UUPK,
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. j_-'-'Per_én ‘hukum -pidana dalam .h_u'kum
.+ perlindungan konsumen tetap:penting.

- Nasution mengatakan bahwa aspek hukum
- pidana dari hukum perlindungan kon-
i ‘sumen, juga menjadi .spe;h_afiah.-'h ukum
- perlindungan konsumen, baik berbagai
-~ ketentuan pidana of dafam Kitab Undang-

::undang Hukum Pidana (KUHP) (contohnya:

. Pasal 202-206, 258, 382 bis, 386, dan

-+ 1 sebagainya) maupun i /uar Kitab Undang-

-undang Hukurn Pidana (KUHP) {contohnya:

-~ -UU No.23 tahun 1992 tentang Kesehatan,

- Undang-undang No.14 tahun 1992 tentang

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-

* undang No.8 tahun 1999 fentang Per-

lindungan Konsumen, dan sebagainya).®
Keduapuluhsatu norma UUPK ini menjadi
tidak akan ada artinya, jika ternyata
dijumpai hambatan-hambatan sistemik
dalam UUPK sendiri untuk menegakkannya.
Cita-cita menumbuhkembangkan pelaku
usaha yang bertanggung jawab (caveat
venditor) sebagai salah satu motif
diundangkannya UUPK diwujudkan dengan

~salah satu peran hukum pidana dengan .

penerapan konsep pertanggung jawaban : '

-pidana korporasi (corporate criminal liabit- .

- fty). Penerapan konsep ini membawa =
" konsekuensi terbatasnya bentuk-bentuk

pidana yang layak-dijatuhkan pada
korporasi yang terbukti melakukan
pelanggaran. .
Korporasi-pelaku usaha dapat dimintai
pertanggungjawaban pidana atas pe-
langgaran-pelanggaran pidana (criminal
offences) Undang-undang Perlindungan
Konsumen (UUPK). Meskipun demikian,
tidak ada penjelasan resmi mengenai
tampiinya hukum pidana (criminal law)
dalarn keduapuluhsatu norma-norma
perlindungan konsumen sebagaimana
dimaksud UUPK. Dari perspektif pene-
gakan hukum, diternpatkannya korporasi
pelaku usaha sebagai subjek tindak pidana
tidak serta merta akan dengan sendirinya
ditkuti proses penyidikan, penuntutan dan
peradilan korporasi atas pelanggaran-
pelanggaran tersebut. @
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‘ Z_Maicoim Dawas, Haze! Croa! dan Jane Tyrer Cr/m/na/ Jusﬁce An Introductfon o Cnmma/ Jusnce
'_ __-System in Eng/and and Wa/es(London, UK:.Longmann, 1998, EdESi Ke- 2), ha! 346.: :
2. Hakmhak konsumen [(consumer rights) memt:kberatkan pada ‘fndividy yang memmk: hak hak dasar
- (basrc nghts) atas aktivitas ekonomi/. perdagangan yang adil (fairtrade) dan produk-produk-aman
. (safe preducts)yang terjamin.. Pengakuan bahwa: hak-hak asasi manusia melindungi kesejahteraan
- (prospeﬂty), kehormatan (honour)dan kemajuan (development)individu, membuat hak-hak konsumen
- layak dideklarasikan sebagai fak-fak asasi manusia. ‘Hak-hak konsumen serupa dengan hak-hak
- asasi-lainnya yang telah diterima dengan baik. Hak-hak asasi dimaksudkan untuk melindungi individu
darl perampasan secara sewenang-wenang dari pemerintah. -Dengan maksud yang sama, konsumen
-secara individu berhak atas perlindungan terhadap organisasi-organisasi bisnis besar (big business
organizations), monopoli, kartel, dan perusahaan multinasional {muftinational corporations). Lihat:
Sinai Deutch, “Are Consumer nghts Human Raghts7” Osgoode Hall Law Journal, 1994: 3, Vol,32, hal.
552, o D Y Iy : :

Y Hak-hak konsumen yaitu: (1) hak atas kebutuhan dasar; (2) Hak atas keamanan dan keselamatan;
(3) Hak untuk mendapatkan informasi; (4) Hak untuk menentukan pilihan (hak untuk memilih); (5)
Hak untuk didengar; (6) Hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik; (7) hak untuk mendapatkan
mendapatkan penyelesaian yang layak/patut.

*  David Oughton dan John Lowry, 7exthook on Consumerl_aw(i_ondon Blackstone Press L.id, 1997),
nal.383. ;

> Robert Lowe dan Geoffry Woodroffe, Consumer Law and Practise {London: Sweet & Maxwall, 1999),
hal. 221-222, " -

8 Jbid, hal. 221,

' Mary B. Neumayr, LeBoeuf Lamb Greene, dan MacRae, “An Examination of the Criminalization of
Commercial Activities”, makalah terbatas tertanggal 25 Juli 2002, hal.4-8, tersedia pada dan terakhir
diakses di http://www.fed-soc.org/pdf/CrimFinal.pdf, 1 Juni 2004,

®  Uralan selengkapnya baca: Peter Cartwright, Consumer Protection and the Criminal Law: Law, Theory
and FPolicy in UK (Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2001, Cet.ke-1.

* Lartwright menulis: *...we need to consider the relationship between consumer protection and the
market economy. It s sometimes argued that the state, through the law, should play only a restricted
role in protecting consumers, because consumer protection is most effectively achieved by the opera-
tion of the free and open market. Law should be used to ensure that the market function as freely a5
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possible. Where markets do not work perfectly, the law should intervene to address this failure,

provided this can be done cost effectively” (Kursif dan garis bawah dari penulis). Lihat: 75/, hal.1.

~Mark Findlay, 7he Globalization of Crime: Understanding Transitional Relationship in' the Context:
o (Cambr:dge UK: Cambrldge Untvers;ty Press, 1999, Cet.ke-1), hal.51, tersedia pada-dan terakhir
- dliakses diht tp: [[assets cambrtdge orgg(}SZ1621259[samgle10521621259web g df, 26 Desember 2003,

: ;..eko_n_om]. : L:hat. Supra pto, Hufkm P/dana Ekonomi; D/r/najau dalam rangka Pembangungan Nasional

“(Djakarta: Pertjetakan Persatuan, 1961;Cet.ke-1) (disertasi), hal:78. ‘Di masanya UUTPE tercatat

'---seb_aga_i'-_s_alah,satu fungst kontrol hukum pidana terhadap aktivitas ekonomi di masa krisis, bukannya

~tak- menghadapi masalah. ‘Norma pengendalian hargayang dibentuk melalui Putusan Pengadilan

- Tinggi:Ekonomi Djakarta tanggal 29 'Agustus 1956 (tanpa disebutkan nomor perkaranya) menurut

12

14

:Suprapto.dalam disertasinya; menjadi “huruf:mati”. *Harga yang pantas” sebagaimana dimaksud
~UUTRE, menurutnya memiliki arti yang relatif, yaitu harus ditinjau’ dalarm hubungannya denganwaktu,
~tempat, dankeadaan-keadaan sekitar perbuatan yang dikenakan norma hukum yang bersangkutan
~dan dihubungkan/dibandingkan dengan halhal, bila’ perbuatan ftu dﬂakukan pada suatu waktu yang
~dianggap normal. Lihkat: 7bid, hal. 13-18.° :

Lihat buku teks tentang hukum perlindungan konsumen/hukum kensumen, misalnya; David Oughton
dan John Lowry, ‘7extbook on Consumer Law(London: Blackstone Press Ltd, 1997) serta Colin Scott

“dan Julia Black, Cranston’s Consumers and the Law(London: Butterworths, 2000. Cet.ke-3)."

Az Nasution; seorang advokat senior, yang -hampir dalam sepanjang usianya mendedikasikan karirnya
dalam perlindungan konsumen, telah mengembangkan perkulizhan Hukum Perlindungan Konsumen

. di Fakuitas Hukum Universitas Pancasila (Jakarta). Mata kuliahiini kemudiap telah dlajarkan pula di

Universitas Yarsi sejak tahun 1993 hingga sekarang.

Jufrina ‘Rizal mengatakan: “Tampaknya-dari topik ceramah yang diminta belum secara tegas
memasukkan istilah Aukum Perlindungan Konsumen, masih memakai Masalah Perfindungan Hukum.
Hal ini kemungkinan masih ada keraguan karena belum adenya Hukum Perfindungan Konsumen yang

- integral di Indonesig’ (Kursif dari penulis). Lihat Jufrina Rizal “Mengakomodasikan Masalah Perlindungan

terhadap Konsumen dalam Kurikulum Pendidikan Tinggi Hukum di Indonesia”, dalam Yusuf Shofie
(ed.) (c), Percakapan tentang Pendidikan Konsumen dan Kurikilurm Fakultas Hukum (Jaka rta: Yayasan

“Lembaga Konsumen Indonesia & USAID, 1998, Cet.ke-1), hal.2-10.

Az, Nasution (8), op.ot (Jakarta Daya W;dya 1999, Cet ke—l) hal, 22-23,°

~Ibid. S :
Az, Nasution (b}, Kensumen dan Hukum: Tinjauan Sosial, Ekonomi, dan Hukum pada Perfindungan

Konsurmen (Jakarta: Sinar Harapan, 1995, Cet.ke-1). Perhatikan kata penghubung “dan” antara kata
“konsumen” dan “hukum”, Bandingkan judul buku Nasution (&) dengan misainya buku Colin Scott dan
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R _-':._3'Juha Black CransfonsConsumemandtﬁetaw(i.ondon UK Butte:worths 2000 Cet kew3) Perhat;kan

: .5.:_;:“hukum perhndungan konsume sefe/ah d:undangkannya Undang undang No GTahun 1999 tentang_ -
'_:f;_'Perimdungan Konsumen, - T "

= Davnd Oughton dan John Lowry, Texz“baok on Consumeriaw(London, Great Brrttam Biackstone Ltd

et ke- 1),

19

W

Teuku Mohammad Radhle, “Pembangunan Hukum Nasmnai cia!am Perspekttf Kebuakan" dalam Art!djo

Alkotsar (ed.), Idenmasﬁukum Naszona/(‘r’ogyakarta Fakuitas Hukum Umversstas Islam Indonesxa,

4977, Cet.ke-1), hal. 210-211.

Krisis kriminalisasi tercermin daEam pendapat sebaganmana dzkuttpkan b@rsku’c ini: “Quzte rlghtfuny,

. the Dgaar_tmgng of Justice and £BIhave continued to identify white. coilar crime as priority, Iti is clear

.that the demands on federal law enforcement today are greater than ever before that and we know

2

that they cannot do everything. This seems a good time to address this issue to refocus federal law
enforcement on core federal functions, This means putting the emphasis back on mtegi_g_mg

- means and instrumentalities of cofnmerce rather than using criminal law to punish and conirol ord)-

mmmmiwmﬁ@wm In mounting a defense to this trend, certain con-
cepts are worth repeating. Corporations are not inherently evil. Wealth can serve good purposes,

Commerce carries blessing to people far beyond the buyer and seller in particular transactions.”
Lihat: George 1. Terwilleger 111, "Commerce and Federal Criminal Law: The Risks of Over-Criminalizing
Commercial Regulation’; makalah disampaikan pada “Corporate Governance Conference 7 Kamis, 13
Juli 2002, diselenggarakan The Cornelf Club New Yew York, hal.15; tersedia pada dan terakhir di
http://www.fed-soc.org/pdf/Terwiliger.pdf, 1 Juni 2004. Penulis tak sepenuhnya sependapat dengan
pandangan ini, karena harus dijelaskan dulu kriteria krisis kriminalisasi itu sendiri.

Philip Noonan, Direktur Eksekutif Federal Bureau of Consumer Affairs pada The First National Outlook
Symposium, Canberra, 5-6 June 1995 memberikan klarifikasi bahwa yang dimaksudkan dengan
kejahatan konsumen (consumer crime ) cukup sederhana, yaitu: kejahatan yang dilakukan terhadap
konsumen. Sangat sedikit sekali riset empiris tentang hal ini. Lihat: Philip Noonan, "Consumer
Crime”, makalah pada The First National Outlook Symposium, Canberra, 5-6 June 1995,
diselenggarakan Australian Institute of Criminology. Makalah ini tersedia pada dan terakhir di __p_[

fuww.aic.gov., au(conferences{outlook%[noonan cdf, 30 October 2003,

22

B. Mardjono Reksodiputro (a), “Beberapa Catatan tentang Aspek Hukum dalam Masalah Periklanan”,
bahan tertulis sebagai narasumber untuk Naskah Akademik Peraturan Perundang-undangan
Perlindungan Konsumen, terlampir dalam Az. Nasution dkk, Naskah Akademit Peraturan Perundang-
undangan tentang Perlindungan Konsumen (Jakarta: BPHN Departemen Kehakiman RI, 1981). Roeslan

Esistensi Instrumen Hukum Pidana ... (Muswi Shofie) 287




= Saleh selengkapnya menguraikan sebagai berikut: “Penulis- -penulis yang 'besj'iwa pembaharuan itu

merumuskan kembali adagium bahwa hukum pidana harus merupakan suatu u/imum remedjum.

‘Dalam semua teori kembalilagi plklran bahwa kita harus berusaha agar sesedikit mungkm ketakuan B

-_;_j-_._-yang dmyatakan sebagat delik. Danjika. tidak dapat dlhmdarkan lagi, bahwa suatu kelakukan harus =~
" ditetapkan sebagai perbuatan ptdana maka pidana yang minimallah yang ditetapkan optimal”. Lihat:
<Roeslan Saleh, Beberapa Asas Hukum Pidana dalam Perspeftif{Jakarta: Aksara Baru, 1983), hal. 46.

Muladi, “Fungsionalisasi Hukum Pidana di dalam Kejahatan yang Dilakukan oleh Korporasi”, makalah

- -pada Seminar Nasional Kejahatan Korporasi, diselenggarakan Faku!tas Hukurm Universitas Dlponegoro,

24
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27

28

30
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Semarang, 23-24 Nopember 1989, hal.5
Selengkapnya Logman mengatakan: “Perlu diperhatikan bahwa pada akhir-akhir ini terdapat pendapat

‘bahwa penyelewengan norma-norma di bidang perekonomian sebaiknya tidak lagi digunakan sanksi
-pidana sebagai w/imum remedium, akan tetapi dipakai sebagai premum remedium?” Lihat: Loebby

Logman, “Tinjauan Yuridis Misrepresentation” dalam Kiki Pranasari dan Adrianus Meiiala (ed), Arakiek
Pemberian Keterangan yang Tidak Benar (Fraudelent Misrepresentation): Suaiu Modus Peryimpangan

~Economic(Jakarta: Ul Press, 1991, Cet.ke-1), hal. 98.

Romli Atmasasmita (a), "Bentuk-bentuk Tindak Pidana yang dilakukan oleh Produsen pada Era
Perdagangan Bebas: Suatu Upaya Antisipatif Preventif dan Represif, makalah pada Seminar -Nasional
Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen dalam Sistern Hukum Nasional Menghadapi Era Perdagangan
Bebas, diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung dan Harian Umum Repubiika, di

~Bandung, 9 Mei 1998, hal.12-13.

Loc.cit, hal.15.

Romli Atmasasmita (b), Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis{Jakarta: Prenada Media, 2003, Cet.ke-
1), hal.35-36. S :

Ibid., hal. 77-78.

Peter Cartwright, op.cii, hal. 244-245,

Johannes Gunawan, Fungsi Lembaga Hukum Pertanggungiawaban Produk dalam Upaya Perfindungan
Konsumen dj Indonesia(disertasi) (Bandung: Program Pasca Sarjana Universitas Katolik Parahyangan,
2003), hal.362.

Ibid., hal.362-363.

Inosentius Samsul, Perlindungan Konsumen: Kemungkinan Penerapan Tanggung jawab Mutlak
(disertasi) (Jakarta: Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004, Cet.ke-1). hal. 321-

13

322,

Pada Pasal 1 butir 3 UUPK dijumpai rumusan pelaku usaha sebagai berikut: “Pelaku Usaha adalah
setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan
hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara
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o ;-Repubhk Indonesza balk sendm maupuﬂ bersama—sama melalm pezjanyan menyetenggarakan kegiatan

: _.usaha dalam berbagat bzdang ekonoml” ‘Pada penjeiasan pasal demz pasaf drcantumkan bahwa yang .

_ -f'__temasuk daiam batasan Qa/gku ug@hatersebut yaltu Qerugahaan gqu M@J _y__/_v M/ zmportsr_ '
' '.@rfpadagang dan fain- }am . e Rt -

.Yusuf Shof‘ ie (a) Perﬁndungan Konsumen dan Instrumemnstrumen Hukumnya{Bandung Citra Acfstya'

_'-_--Baktl 2003, Cet.ke- 2), hal. 28-29. Lihat" pu]a Yusuf Shor” ie (b), 21 Potensi Pe/anggaran Hak-hak
: 'Konsumen dan Cara Menegakkannya”(Jakarta PIRAC & The Asia Foundatlon 2003, Cetike- 1)

35

g 5__'Az Nasution (a), Hukum Perfindungan f(onsumen 5uaru Penganfar (Jakarta Daya Widya 1999,
- Cet.ke-1, hal. 138-165. bd LD i

The American Bar Association, Gmde fo Consumer LaW(USA Times Books, 1997 Cet ke 1) hal 8.

~Maicolm Davies, Hazel Croal dan Jane Tyrer, op.cithal.71.

Peter Cartwright, op.cit., hal.244,

- -Mafcotm Davies, Hazei Croal dan Jane Tyrer op ¢it., hal.58.

b - : : . - B T ) S
Ma rd jono. Reksodlputro (b), kemajuan Pembangunan Fkonoini dan Kejahatan (Kumpulan Karangan
Buku Kesatu)(Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum d/ h Lembaga Kr;mmoiogl

. Universitas Indonesia, 1995, Cet.ke-1), hal.66-67.

42

43

4

45

Mardjono Reksodiputro (c), “Kejahatan Terorganisasi dan Kejahatan oleh Organisasi”, Jurnal Polisi
Indonesia, 2000:2, Tahun 2, April 2000 - September 2000, diterbitkan Program Pasca Sarjana Kajian

Tlmu Kepolisian Universitas Indonesia bekeria sama dengan Yayasan Obor Indonesia, hal. 38-46.

Malcolm Davies, Hazel Croal dan Jane Tyrer mengatakan bahwa white collar crime dan corporate

- crime melibatkan orang-orang dalam perusahaan-perusahaan yang sah (fegitimate enterprises)dalam

berbagai aktivitas ekonomi dengan menggunakan posisi mereka untuk melakukan kejahatan. Lihah
Malcoim Davies, Hazel Croal dan Jane Tyrer, op.cit,, hal.71. o

Mardjono Reksodlputro {b), op.cit., hal. 6.

1bid,

Lihat: Harvard Law Review, “Development in the Law — Corporate Crime: Reguiating Corporate
Behaviour through Criminal Sanctions”,, 1979: 92, April 1979, hal. 1227-1375, sebagaimana dikutip
Marshali B. Clinard dan Peter C. Yeager, Corporate Crime (New York: Free Press, 1983} hal. 85-90.
Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat adalah lembaga non-Pemerintahyang terdaftar
dan diakui oleh Pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindunaan konsumen (Basal 1

butir 9 UUPK) (Kursif dari penufis). Sedangkan yang dimaksud dengan perfindungan konsurmen adalah
segala upayayang menjaminadanya kepastian bukumuntuk memberi perfindungan kepads konsumen
{Lihat: Pasal 1 butir 1 UUPK). Apa yang selama ini secara empirik disebut sebagai non-governmental
organization (NGO) dengan terjemahan Organisasi non-Pemerintah (Crnop) dalam diskursus
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-..-masyarakat madani (civil sociely), oleh: UUPK disebut sebagai Lembaga Perlindungan Konsumen -

: _;_Swadaya Masyarakat {LPKSM) Istnah serupa lazim dlsebut sebagal i_embaga Swadaya Masyarakat o

47

148

51

52

s _-’-_I(LSM) Ry ._
'Marshalt B Cimard dan Peter C Yeager Corporafe Cr/me(New York Free Press, 1983}, hal 8- 90 R

dbid, - : S . . _ _ i

o "Mens rea: A Lafm ferm mean/ng gu;/fy ming, usecf to cover the various levels of the mental element

orinfention in an offence, for example, wheter the criminal act was the product of an unintended or

~intended consequences’; sedangkan "Actus reus: A Latin phrase referring to the acts constituting a

criminal offence. It refers to what took place; for example, was a person killed by anather” Lthat

‘Malcolm Davies, Hazel Croat, dan Jane Tyrer, op.cit,, hal. 407 dan 411,

Andi Zainal Farid, Asas-asas Hukum Pidana Bagian Pertama (Bandung: Alumni, 1987), hal. 69 dan
75.

Krisis kriminalisasi tercermin dalam pendapat sebagaimana dikutipkan berikut ini: “Quite rightfully,
the Department of Justice and FBI have continued to identify white collar crime as priority. It is clear

- that the demands on federal law enforcement today are greater than ever before that and we know
-that they cannot do everything. This seems a good time to address this issue to refocus federal law

enforcement on core federal functions. This means putting the emphasis back on protecting the
means and insirumentalities of commerce rather than using criminal law o punish and conirof ordi-
nary commercial activity governed by regufation. In mounting a defense to this trend, certain con-
cepts are worth repeating. Corporations are not inherently evil, Wealth can serve good purposes.
Commerce carries blessing to people far beyond the buyer and seller in particular transactions.”
Lihat: George J. Terwilleger 11T, "Commerce and Federal Criminal Law; The Risks of Over-Criminalizing
Commercial Regulation”; makalah disampaikan pada "Corporate Governance Conference”, Kamis, 13
Juli 2002, diselenggarakan The Cornsll Club New Yew York, hal.15; tersedia pada dan terakhir di
http://www.fed-soc.org/pdf/Terwiliger.pdf, 1 Juni 2004, Penulis tak sepenuhnya sependapat dengan
pandangan ini, karena harus dijelaskan dulu kriteria krisis kriminalisasi itu sendiri.

Philip Noonan, Direktur Eksekutif Federal Bureau of Consumer Affairs pada The First National Outlook
Symposium, Canberra, 5-6 June 1995 memberikan klarifikasi bahwa yang dimaksudkan dengan
kejahatan konsumen (consumer crime} cukup sederhana, yaitu: kejahatan yang dilakukan terhadap
konsumen. Sancat sedikit sekali riset empiris tentang hal ini. Lihat: Philip Noonan, "Consumer
Crime’, makalah pada  The First National Outlook Svmposium, Canberra  5-6 June 1095

53

disetenggarakan Australian Institute of Criminofogy. Makalah ini tersedia pada dan terakhir di hitp:/

[www.aic,aeov.au/conferences/outlookd5/noonan.ndf, 30 October 2003.

Az. Nasution (a), Hukum Perfindungan Konsumen: Suaiu Penganiar (Jakarta: Daya Widya, 1999,
Cet.ke-1, hal. 138-165.

218 GLORIA JURIS, Volume 4, Nomor 3, September - Desember 2004: 169-810






